
 

 

 

BUPATI SUKABUMI 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUKABUMI 

NOMOR 56 TAHUN 2019 

 

TENTANG  

PEDOMAN  PENYUSUTAN  ARSIP PEMERINTAH DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKABUMI, 

Menimbang : a. bahwa Penyusutan Arsip sangat penting, mengingat volume 

arsip yang tercipta pada suatu organisasi terus meningkat 

dan semakin bertambah, untuk memudahkan kegiatan 

dalam mengelola Kearsipan,  Arsip harus dikendalikan  

melalui Penyusutan Arsip;  

b. bahwa untuk tertib kegiatan Penyusutan Arsip perlu 

membentuk pedoman Penyusutan Arsip; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah       Kabupaten      Dalam    Lingkungan   Provinsi 

Djawa ...  
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Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 

53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonseia 

Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 

Wakil       Pemerintah      Pusat      (Lembaran       Negara  

Republik … 
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomir 

31); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 

2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten 

Sukabumi Nomor 66); 

12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita 

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 125); 

   

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN 

ARSIP  PEMERINTAH  DAERAH. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerahyang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

                3. Bupati…. 
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3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan 

rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

6. Arsip inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 

7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. 

8. Arsip dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 

pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

9. Arsip aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-

menerus. 

10. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan 

tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis serta 

pembinaan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip 

dinamis. 

12. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 

13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

14. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip 

dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip. 

15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara 

pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 

Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip statis kepada 

lembaga kearsipan. 

16. Pengelolaan Arsip dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara 

efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan 

pemeliharaan, serta penyusutan Arsip. 

 

17. Pemeliharaan … 
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17. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan 

keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya. 

18. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi 

kepentingan pengguna Arsip yang berhak. 

19. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang 

tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 

sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, 

kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 

20. Asas Asal Usul Arsip adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap 

terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (provenance), tidak dicampur 

dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat 

melekat pada konteks penciptaannya. 

21. Asas Aturan Asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata 

sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan 

pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

pencipta arsip. 

22. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis Arsip. 

23. Alih media Arsip adalah transfer informasi dari rekaman yang berbasis kertas 

ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi. 

24. Pusat Arsip atau Records Center adalah unit yang khusus digunakan untuk 

menyimpan dan mengelola arsip inaktif. 

25. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum 

dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah 

penemuan dan pemanfaatan Arsip. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi Pencipta Arsip dalam 

melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip. 

 

Pasal 3 

 

 Penyusutan Arsip meliputi kegiatan: 

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; 

b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki 

nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga 

Kearsipan. 

 

 

 

 

Pasal 4… 
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Pasal 4 

Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA. 

 

 

BAB  II 

PEMINDAHAN  ARSIP 

 

Pasal 5 

(1) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan 

bentuk dan media Arsip. 

(2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. penyeleksian Arsip Inaktif; 

b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan 

c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. 

 

 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan kegiatan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan prosedur 

pemindahan Arsip Inaktif. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 

 

BAB III  

PEMUSNAHAN ARSIP 

Pasal 7 

 

(1) Pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta  

Arsip. 

(2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap Arsip: 

a. tidak memiliki nilai guna; 

b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan 

berdasarkan JRA; 

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan 

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara 

 

(3) Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Retensinya ditentukan kembali oleh 

pimpinan Pencipta Arsip. 

Pasal 8 … 
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        Pasal 8 

Prosedur Pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. pembentukan panitia penilai arsip; 

b. penyeleksian arsip; 

c. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit 

kearsipan; 

d. penilaian oleh panitia penilai arsip; 

e. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip; 

f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan 

g. pelaksanaan pemusnahan. 

 

Pasal 9 

 

(1) Pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 dilakukan  sesuai  dengan prosedur pemusnahan arsip. 

(2) Ketentuan mengenai teknik Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dengan  Peraturan  Bupat i  ini. 

 

BAB IV  

PENYERAHAN ARSIP STATIS 

Pasal 10 

 

Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan 

dilakukan terhadap Arsip yang: 

a. memiliki nilai guna kesejarahan; 

b. telah  habis  retensinya; dan/atau 

c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip. 

 

Pasal 11 

(1) Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut : 

a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul serah oleh Arsiparis di 

unit kearsipan; 

b. penilaian oleh panitia penilai Arsip terhadap Arsip usul serah; 

c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan 

Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga  Kearsipan sesuai wilayah 

kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta 

Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan 

dapat digunakan;  

 

d. verifikasi…  
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d. verifikasi dan persetujuan dari kepala Lembaga Kearsipan sesuai 

wilayah kewenangannya; 

e. penetapan Arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip; 

dan 

f. pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip 

kepada kepala Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara dan 

daftar Arsip yang  akan  diserahkan. 

(2) Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan        

dengan memperhatikan format dan Media Arsip yang diserahkan. 

Pasal 12 

 

(1) Pelaksanaan kegiatan penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dilakukan sesuai dengan prosedur penyerahan Arsip Statis. 

(2) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Arsip Statis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dengan  Peraturan Bupati  ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi 

 

Ditetapkan di Palabuhanratu 

 pada tanggal  26 September 2019  

    BUPATI  SUKABUMI, 

       

   ttd 

 

MARWAN  HAMAMI 

Diundangkan di Palabuhanratu  

pada tanggal  26 September 2019  

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN SUKABUMI,  

 
          ttd  

 

IYOS SOMANTRI 

 

  BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN   2019 NOMOR 56 
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